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I. LAMPIRAN FOTO 

 
Foto Wawancara dengan Seklur Kelurahan Mintaragen 

 

 

Foto Wawancara dengan Staff Dinas Kominfotik Kota Tegal 
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II. LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 

Trasnkip Wawancara 1 

No Informan Hasil wawancara 

1. Adhi Kurnawan, S.T 

Diskominfo Kota Tegal 

(Bidang Tata Kelola E-

Goverment dan 

Pengembangan Aplikasi 

) 

 

Rule of law 

1. Apakah ada dasar hukum penggunaan website 

E-kelurahan dalam pelayanan publik? 

Jawab : tidak ada dasar hukum secara khusus 

pada website e-kelurahan namum adanya dasar 

hukum tanda tangan elektronik yaitu pada 

PERWAL SPBE No 2A tahun 2022 pasal 20 

ayat 6 

 

 

Trasnkip Wawancara 2 

No Informan Hasil wawancara 

1. Wiryo Singgih 

Sekertaris  Lurah / 

Kasih Pemerintahan  

 

a. Participation;  

1. Seberapa penting Pelayanan Publik bagi 

masyarakat? 

Jawab : kalo dari sisi pemerintahan jelas penting 

karena tergantung kondisi atau kebutuhan 

masyarakatnya. 

2. Apa saja manfaat Pelayanan Publik bagi 

masayrakat? 

Jawab : manfaatnya tergantung dari kepentingan 

masyarakatnya sendiri 

3. Bagaimana keaktifan masyarakat dalam 

kegiatan-kegiatan pemerintahan mulai dari 

pelayanan publik dan yang berhubungan dengan 
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keberlangsungan sinergitas antara pemerintah 

dengan masyarakat? 

Jawab: masyarakat ikut serta dalam kegiatan 

musrembang 

b.  Rule of Law;  

1. Apakah Pelayanan Publik melalui Web E-

Kelurahan yang dilakukan di Kelurahan 

Mintaragen sudah sesuai peraturan yang berlaku? 

Jawab : sudah sesuai mengikuti aturan yang 

berlaku 

2. Apakah pelayanan publik melalui Web E-

Kelurahan yang dilakukan oleh Kelurahan 

Mintaragen sudah sesuai dengan prinsip good 

governance yaitu penegakan hukum? 

Jawab : untuk mengarah ke sesuatu 

kepemerintahan yang baik dengan adanya e-

kelurahan sudah menjadi mudah dan sudah 

sesuai 

c. Transparancy;  

1. Apakah Penting Keterbukaan Informasi Publik 

bagi masyarakat? 

Jawab : jelas penting karena adanya keterbukaan 

informasi sudah tertera pada permenpan no 62 

tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan 

publik nasional. 

2. Apakah masyarakat memerlukan adanya 

Keterbukaan Informasi Publik? 

Jawab : jelas perlu karena dengan adanya 

keterbukaan suatu informasi tidak akan 

menjadikan suatu dugaan lainnya. 
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3. Bagaimana dengan kemudahan masyarakat 

dalam mengakses informasi terkait pelayanan 

dan kegiatan di Kelurahan Mintaragen ini? 

Jawab : dikelurahan ada web dimana masyarakat 

bisa melihat informasi di web 

https://ppid.tegalkota.go.id, jadi masyarakat bisa 

melihat langsung karena ada fitur-fitur atau 

menu terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan 

oleh kelurahan dan ini pun sudah disosialisasikan 

sudah lama tapi jarang terlihat karena dari pihak 

rw/rt kurang mensosialisasikan kepada 

masyarakat 

4. Apa saja manfaat Keterbukaan Informasi Publik 

bagi masyarakat? 

Jawab : masyarakat bisa tahu informasi dalam 

kelurahan 

5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meng-

implementasika kebijakan-kebijakan pemerintah 

dalam hal keterbukaan informasi publik? 

Jawab : kendalanya kita sudah ada web namun 

dari pihak tingkat bawah seperti rw/rt kurang 

masif dalam memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat 

d. Responsiveness; 

1. Apakah pegawai pemberi pelayanan sudah 

disiplin dalam menjalankan tugasnya? 

Jawab : sudah 

2. Apakah dalam pelayanan masyarakat melalui e-

kelurahan, pemerintah kelurahan mintaragen 

sudah cepat dan tanggap? 

Jawab : sudah 

 

https://ppid.tegalkota.go.id/
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3. Bagaimana dengan sikap pegawai pada saat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat? 

Jawab : sesuai dengan kaidah yang berlaku di 

masyarakat dan pemkot kita harus ramah dan 

responsif apa yang dibutuhkan masyarakat 

e. Consensus oriented;  

1. Apakah Aspek fundamental untuk cita good 

governance dimana pemerintah dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya melalui 

pengambilan keputusan secara konsensus sudah 

melalui musyawarah dan semaksimal mungkin 

berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian 

mufakat) sudah di implementasikan? 

Jawab : untuk mengambil keputusan pastinya 

melibatkan banyak tokoh-tokoh masyarakat. 

Contoh : kegiatan musrembang, kegiatan cek 

lokasi untuk sarana dan prasarana. 

f. Equity;  

1. Apakah pelayanan yang diberikan di Kelurahan 

Mintaragen sudah tepat sasaran? 

Jawab : tepar sasaran karena tidak bisa pandang 

bulu semua yang datang kesini harus dilayani 

2. Apakah masyarakat di Kelurahan Mintaragen 

memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan baik 

dari pelayanan maupun program kelurahan? 

Jawab : pastinya iya, dapat dan mendapatkan 

kesempatan yang sama dan adil 

g. Effectiveness dan efficiency;  

1. Bagaimana bentuk Pelayanan Publik di 

Kelurahan Mintaragen Melalui Web E-

Kelurahan? 
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2. Apa saja bentuk Pelayanan Publik yang 

diberikan melalui Web E- Kelurahan? 

3. Apakah dalam Pelayanan Publik kepada 

masyarakat melalui Web E- Kelurahan lebih 

efektif dan efisien dari pada manual? 

4. Apa saja Kelebihan dan Kekurangan dari Web 

E Kelurahan? 

5. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana penunjang pelayanan di Kelurahan 

Mintaragen ini? 

Jawab : sarana dan prasarana masih cukup. 

Dikatakam cukup karena ada beberapa 

komputer yang rusak  dan sedikit kendala yang 

menjadikan hal ini sikapnya memadai. 

h. Accountability;  

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam 

penerapan e-kelurahan yang  dilakukan  oleh  

pemerintah sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat? 

Jawab : bentuk pertanggung jawabannya begitu 

masyarakat membutuhkan pelayanan langsung 

kita proses secara cepat dan tidak perlu 

menunggu lama, begitu 10 menit langsung 

selesai jadi dari situlah masyarakat timbul 

kepercayaan. 
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Trasnkip Wawancara 3 

No Informan Hasil wawancara 

1. Bagas Abrika 

Barrunanda 

( Operator Pelayanan E-

Kelurahan ) 

 

a. Participation;  

1. Seberapa penting Pelayanan Publik bagi 

masyarakat? 

Jawab : sangat penting karena membantu banyak 

masyarakat. 

2. Apa saja manfaat Pelayanan Publik bagi 

masayrakat? 

Jawab : mempermudah masyarakat dalam 

membuat berbagai macam jenis pelayanan dan 

surat pengantar lainnya 

3. Bagaimana keaktifan masyarakat dalam 

kegiatan-kegiatan pemerintahan mulai dari 

pelayanan publik dan yang berhubungan dengan 

keberlangsungan sinergitas antara pemerintah 

dengan masyarakat? 

Jawab : masyarakat ikut serta aktif dan 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di 

kelurahan 

b. Rule of Law;  

1. Apakah ada dasar hukum penggunaan Web E- 

Kelurahan dalam pelayanan publik? 

2. Apakah Pelayanan Publik melalui Web E-

Kelurahan yang dilakukan di Kelurahan 

Mintaragen sudah sesuai peraturan yang berlaku? 

3. Apakah pelayanan publik melalui Web E-

Kelurahan yang dilakukan oleh Kelurahan 

Mintaragen sudah sesuai dengan prinsip good 

governance yaitu penegakan hukum? 

c. Transparancy;  
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1. Apakah Penting Keterbukaan Informasi Publik 

bagi masyarakat? 

Jawab : penting, agar tidak terjadi praduga yang 

tidak di inginkan 

2. Apakah masyarakat memerlukan adanya 

Keterbukaan Informasi Publik? 

Jawab : perlu, karena agar masyarakat tau 

informasi mengenai kelurahan 

3. Bagaimana dengan kemudahan masyarakat 

dalam mengakses informasi terkait pelayanan 

dan kegiatan di Kelurahan Mintaragen ini? 

Jawab : biasanya informasi di beritahukan rt/rw 

kepada masyarakat dan bisa melalu website 

https://ppid.tegalkota.go.id 

4. Apa saja manfaat Keterbukaan Informasi Publik 

bagi masyarakat? 

Jawab : masyarakat jadi tau informasi yang ada 

di kelurahan 

5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meng-

implementasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam hal keterbukaan informasi 

publik? 

Jawab : kurangnya sosialisasi 

d. Responsiveness; 

1. Apakah pegawai pemberi pelayanan sudah 

disiplin dalam menjalankan tugasnya? 

Jawab : sudah 

2. Apakah dalam pelayanan masyarakat melalui e-

kelurahan, pemerintah kelurahan mintaragen 

sudah cepat dan tanggap? 

Jawab : sudah 

 

https://ppid.tegalkota.go.id/
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3. Bagaimana dengan sikap pegawai pada saat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat? 

Jawab : pastinya ramah dan melayani masyarakat 

tanpa pandang bulu 

e. Consensus oriented;  

1. Apakah Aspek fundamental untuk cita good 

governance dimana pemerintah dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya melalui 

pengambilan keputusan secara konsensus sudah 

melalui musyawarah dan semaksimal mungkin 

berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian 

mufakat) sudah di implementasikan? 

Jawab : sudah diimplementasikan sejak dulu. 

Contohnya dalam kegiatan musrembang 

f. Equity;  

1. Apakah pelayanan yang diberikan di Kelurahan 

Mintaragen sudah tepat sasaran? 

Jawab : sudah sesuai dari permintaan 

masyarakatnya 

2. Apakah masyarakat di Kelurahan Mintaragen 

memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan baik dari 

pelayanan maupun program kelurahan? 

Jawab : sudah jelas pasti mendapatakan keadilan 

dalam pelayanan 

g. Effectiveness dan efficiency; 

1. Bagaimana bentuk Pelayanan Publik di Kelurahan 

Mintaragen Melalui Web E-Kelurahan? 

E- Kelurahan merupakan layanan aplikasi berbasis 

web yang didesain untuk menunjang operasional 

layanan di pemerintahan kelurahan khususnya 

dalam hal pelayanan surat-surat yang dibutuhkan 
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masyarakat. Menurut Mas Bagas selaku Operator, 

E-kelurahan membuat masyarakat yang 

membutuhkan surat pengantar dari kelurahan 

untuk kepentingan administrasi kependudukan 

tidak diperlukan lagi. Cukup tunjukkan KTP dan 

KK, diinput nanti surat yang dibutuhkan sudah 

sampai di kecamatan atau Dispendukcapil sendiri. 

Selain itu E-Kelurahan dapat dipergunakan oleh 

komputer, laftop, notebook dan dapat di akses 

dimanapun asal bisa terkoneksi dengan internet.  

2. Apa saja bentuk Pelayanan Publik yang diberikan 

melalui Web E- Kelurahan?  

Web E- Kelurahan menyediakan beberapa layanan 

yang bisa dipergunakan untuk melayani 

masyarakat. Setiap menu konten layanan memiliki 

fungsi dan peran yang berbeda-beda. Beberapa 

jenis layanan yang bisa digunakan untuk 

melakukan berbagai pelayanan perizinan dan 

korespondensi, seperti halnya untuk melakukan 

pelayanan pembuatan Surat Pengantar SKCK, 

Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak 

Mampu, Surat Pengantar Permohonan Ijin 

Hajatan, dan Surat Keterangan Lain-lain (Surat 

Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kelahiran, 

Surat Keterangan Kematian, Surat Pengantar 

Pindah, Surat Keterangan Waris, Surat Pengantar 

Pembuatan Akta Kelahiran, Surat Pengantar 

Pembuatan KK, Surat Pengantar Pembuatan KTP).  

3. Apakah dalam Pelayanan Publik kepada 

masyarakat melalui Web E- Kelurahan lebih 

efektif dan efisien dari pada manual? 

Aplikasi E- Kelurahan dipergunakan untuk 
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memudahkan serta mempercepat pembuatan 

berbagai macam surat pelayanan yang sangat 

dibutuhkan oleh semua warga khususnya. Web E- 

Kelurahan dipergunakan karena lebih 

memudahkan dalam memenuhi kebutuhan surat 

pelayanan. Web E- Kelurahan merupakan layanan 

administrasi pelayanan masyarakat yang akurat, 

cepat, dan mudah. Transparansi pelayanan 

masyarakat, terutama pelayanan persuratan serta 

membangun pemerintahan Good Corporate 

Governance.  

Kelurahan Mintaragen sebagai salah satu instansi 

pemerintah yang sudah menjalankan Program E- 

Kelurahan sebagai bentuk inovasi pelayanan 

publik dalam bidang E- Goverment sudah baik 

namun masih kurang dalam hal ke efektifan. 

Program E- Kelurahan sudah membantu dalam 

beberapa kondisi dari segi pengurusan surat oleh 

pihak instansi pemerintah Kelurahan Mintaragen, 

namun belum dirasakan maksimal manfaatnya 

oleh masyarakat Kelurahan Mintaragen. 

Kendala yang dihadapi Kelurahan Mintaragen 

dalam menerapkan program E- Kelurahan adalah 

kurangnya tingkat kepuasaan atas inovasi 

pelayanan publik dalam hal pengurusan dokumen-

dokumen yang di berikan serta kurangnya sumber 

daya manusia yang mengoprasikan program E- 

Kelurahan. Yang kedua adanya unsur eksternal 

seperti jaringan dan cuaca yang menghambat 

kinerja program E- Kelurahan. Sehingga 

menyebabkan masyarakat pengguna E- Kelurahan 

beralih lagi ke pengurusan surat secara manual.  
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4. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana penunjang pelayanan di Kelurahan 

Mintaragen ini? 

Dalam Pelayanan menggunakan Web E- 

Kelurahan secara menyeluruh, Kelurahan 

Mintaragen harus memiliki beberapa aspek 

penunjang agar penerapan E-kelurahan dapat 

dilakukan dengan baik. Beberapa aspek penunjang 

yang dimiliki tersebut di antaranya perangkat 

keras, perangkat lunak serta sumber daya manusia. 

Selain itu perangkat penunjang seperti halnya 

perabotan dan peralatan perkantoran juga harus 

tersedia demi menunjang segala pekerjaan 

pelayanan publik. Kelurahan Mintaragen memiliki 

3 unit komputer, komputer tersebut digunakan 

sebagai alat untuk melayani masyarakat baik 

secara online ataupun offline. Komputer milik 

pemerintah Kelurahan Mintaragen yang digunakan 

untuk mengakses Web E- Kelurahan merupakan 

komputer keluaran terbaru dengan spesifikasi 

minimal Intel Core i3 dengan monitor LCD/LED. 

Komputer tersebut ditunjang dengan perangkat 

lunak dan anti virus yang kompeten. 

Untuk menunjang kinerja Web E- Kelurahan, 

Kelurahan Mintaragen memiliki 3 buah router 

sebagai alat pemancar signal internet ke sejumlah 

perangkat komputer untuk penyedia layanan 

koneksi internetnya pihak Kelurahan Mintaragen 

bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia, Tbk. 

Dan untuk mengantisipasi padamnya aliran listrik 

PLN, sejumlah generator listrik disediakan untuk 

mengatasi masalah tersebut. 
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5. Apa saja Kelebihan dan Kekurangan dari Web E 

Kelurahan? 

a. Kelebihan 

Joko Windiarto, SH selaku Kepala Bidang E 

Goverment mengatakan E- Kelurahan merupakan 

pelayanan pemerintahan berbasiskan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan 

hadirnya Website yang ditunjang data center 

berbasis cloud computing ini, diharapkan akan 

semakin mempermudah administrasi pelayanan 

kepada masyarakat di kantor kelurahan yang ada 

di wilayah itu. 

Sementara itu tujuan E- Kelurahan adalah untuk 

mempermudah segala urusan administrasi 

dengan dukungan konektivitas tinggi dari 

pemanfaatan TIK sehingga meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Melalui program E- 

Kelurahan ini dapat menjadi pendongkrak 

kinerja pemerintah yakni meningkatkan Efisiensi 

internal pemerintah serta meningkatkan layanan 

kepada masyarakat. 

b. Kekurangan 

Web E- Kelurahan memberikan kemudahan dalam 

prosedur pelayanan masyarakat. Namun dalam 

penerapannya, masih terdapat kendala atau 

hambatan-hambatan baik dari pihak pemerintah 

kelurahan maupun dari masyarakat itu sendiri. 

Hansen dan Mowen dalam (Haksama, 2016) 

mengelompokkan jenis kendala atau constraint 

berdasarkan asalnya menjadi dua, yaitu: kendala 

internal dan kendala eksternal. 
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1. Kendala internal, adalah kendala yang berasal 

dari dalam organisasi yaitu Kelurahan sebagai 

pihak yang menerapkan program E- Kelurahan. 

Walaupun Kelurahan Mintaragen memiliki 

sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan E- 

Kelurahan yang baik, namun Kelurahan 

Mintaragen belum meliliki sumber daya manusia 

yang memadai untuk menjalankan aplikasi e-

kelurahan.  

Dari sekian banyak pegawai yang dimiliki 

Kelurahan Mintaragen tidak sampai setengahnya 

yang bisa mengoperasikan Web e-kelurahan. 

Masalah besar akan terjadi apabila pegawai yang 

mampu mengoperasikan Web E- Kelurahan 

berhalangan hadir, otomatis pekerjaan pelayanan 

publik yang mengandalkan aplikasi E-Kelurahan 

akan terhambat.  

2. Kendala Eksternal, yaitu kurangnya sosialisasi 

yang ditujukan kepada masyarakat secara khusus 

sehingga masyarakat kurang puas terhadap 

program E- Kelurahan. Hal ini disebabkan oleh 

masyarakat yang belum memahami dan belum 

dapat memanfaatkan program E- Kelurahan 

secara maksimal. Dari wawancara yang peneliti 

lakukan, adapun upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi kendala yang dihadapi yaitu kelurahan 

akan melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai 

program E- Kelurahan, baik itu sosialisasi 

kepada pegawai kantor maupun sosialisasi lebih 

lanjut kepada masyarakat secara khusus. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 

pegawai dan masyarakat terkait program Web E- 
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Kelurahan itu sendiri. Sehingga nantinya 

penerapan program E- Kelurahan bisa berjalan 

dengan lancar, efektif dan efisien. 

h. Accountability  

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam 

penerapan e-kelurahan yang  dilakukan  oleh  

pemerintah sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat? 

Jawab : agar masyarakat percaya saya sendiri 

sebagai bagian pelayanan harus cepat,tanggap 

dalam membantu masyarakat. 
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